Mendagri Tito: Sektor Swasta
Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Daerah

Bombana, sultranet.com - Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs.
Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor
swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini
disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi
secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri
pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia,
termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan
pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor
swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam
menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari
ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim
investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan
yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun
daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap
potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian
hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus
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bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai
narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga
pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas
kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya
Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup
hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk
kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang
investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan,
dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka
lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi
dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan
kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir.
Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah
strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu
dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk
membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip
transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah
evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk
realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh
pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok,
dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar
pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha
menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor
pertumbuhan ekonomi nasional.



